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ABSTRAK 

 

FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA PERKAWINAN USIA 

MUDA DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG 

 

Oleh  

 

RYAN BUJANA 

 

Perceraian (talak) ialah : “Pengusiran si isteri oleh si suami atau dengan 

kata lain talak ialah suatu perbuatan yang di lakukan oleh si suami untuk menolak 

atau memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan utuhnya perkawinan usia  muda ? dan Apakah Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda di Pengadilan 

Agama Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum 

sosiologis  yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.  

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa :  Faktor-faktor penyebab utuhnya perkawinan 

usia muda sebagai berikut : Faktor Agama dan kepercayaan; Saling mencintai 

antara suami isteri; Hadirnya suatu keturunan (anak); Saling menjaga 

kepercayaan; Faktor ekonomi yang mencukupi; Komunikasi yang lancar; 

Kesungguhan dalam menjalankan amanah rumah tangga dan menjalankan rasa 

tanggung jawab suami isteri; Faktor konseling dan Faktor-faktor yang 

menyebabkan perceraian pada perkawinan usia muda dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya : Disebabkan oleh belum matangnya dari segala segi 

misalnya, dari segi umur, segi pola berpikir; Masih adanya sifat kemanja-manjaan 

dan kekanak-kanakan pada diri yang bersangkutan; Disebabkan masih rendahnya 

rasa tanggung jawab terhadap keluarga baik suami maupun isteri; Disebabkan 

oleh faktor psikologis,  Disebabkan oleh faktor ekonomi; Disebabkan oleh terlalu 

banyak campur tangan pihak ketiga (orang tua) dalam urusan rumah tangga 

sehingga dapat memicu kearah perceraian; Disebabkan oleh faktor ketahanan jiwa 

dimana antara suami isteri dalam hal mengemban tugas masih sangat lemah. 

 

Kata Kunci : Perkawinan Usia Muda, Perceraian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hekekatnya bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini 

dengan berpasang-pasangan antara pria dengan wanita, dalam kehidupannya 

manusia membutuhkan bermacam ragam akan kebutuhan serta angan-angan, 

termasuk diantaranya adalah adanya hasrat untuk hidup berumah tangga 

(berkeluarga) yaitu dengan jalan mengadakan hubungan perkawinan, perkawinan 

itu sendiri tentu mempunyai tujuan agar dalam rumah tangga (keluarga) kelak 

dapat hidup bahagia, rukun dan kekal. 

Membicarakan masalah perceraian terlebih dahulu akan dibicarakan 

mengenai masalah perkawinan, sebab perceraian itu dapat timbul oleh karena 

adanya perkawinan atau dengan kata lain perceraian adalah akibat dari adanya 

perkawinan. 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan 

masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pada mereka yang 

melakukan perkawinan saja, akan tetapi termasuk pula orang tua, saudara-saudara, 

serta keluarga dari kedua belah pihak. 

Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menunjukkan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali 

dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan itu tidak hanya mempunyai 

unsur lahir saja akan tetapi terdapat pula unsur bathin, pasal 1 ini juga memuat 
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rumusan tentang tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini 

berarti perkawinan itu tidak hanya untuk sementara waktu atau untuk jangka 

waktu tertentu saja akan tetapi untuk seumur hidup. Untuk mewujudkan hal 

tersebut maka diupayakan usaha pencegahan perceraian, kalaupun perceraian 

masih saja terjadi hendaknya sudah dipikirkan masak-masak dan merupakan jalan 

yang terakhir. 

Oleh karena itu perkawinan tidak boleh diputus begitu saja kecuali putus 

akibat kematian, maka pemutusan perkawinan dapat saja dilakukan hanya dalam 

keadaan terpaksa dan harus mempunyai alasan-alasan serta harus berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai ikatan lahir perkawinan merupakan hubungan hukum antara 

seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sebagai ikatan bathin 

perkawinan merupakan jalinan pertalian jiwa antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga. 

Sedangkan perceraian merupakan suatu kegagalan dalam membina rumah 

tangga (keluarga), sebab pada umumnya setiap orang yang akan melangsungkan 

perkawinan selalu mendambakan dan berusaha semaksimal mungkin agar rumah 

tangganya kelak dapat terbina dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari 

pada perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal, namun adakalanya perkawinan itu berakhir dengan perceraian oleh karena 

itu tidak dapat dihindari. 
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Dalam hukum islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak 

baik, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya “Perceraian adalah sesuatu 

yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah”.1) 

Begitu juga terhadap aturan-aturan yang ada pada agama lain pada umumnya 

melarang perceraian tersebut. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 113 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : 

a. kematian 

b. perceraian 

c. atas putusan pengadilan 

Dari ketentuan tersebut diatas walau pada dasarnya perceraian itu dilarang 

(dipersulit), akan tetapi dapat saja dilakukan dengan mempunyai alasan-alasan 

dan dalam keadaan yang sangat terpaksa, seperti dinyatakan dalam pasal 39 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : 

“ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri ”. 

 

 

Bagi orang Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya 

dilakukan menurut ketentuan hukum islam, maka perceraiannya pun harus 

dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setempat, hal ini sesuai dengan 

bunyi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 

                                                 
1 ) Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Libeety, Yogyakarta, 2004, 

hlm .29 
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didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, akan tetapi bagi rakyat 

Indonesia yang melakukan perkawinannya diluar ketentuan Hukum Islam maka 

perceraiannya harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Umum, jadi berlakulah 

pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi mereka yang bukan muslim. 

Apabila perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah 

memenuhi ketentuan tersebut diatas,maka perceraian itu sah menurut ketentuan 

hukum agama maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagaimana kita ketahui setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang peradilan agama maka saat ini kedudukan dan wewenang 

Pengadilan Agama sudah sederajat dengan kedudukan dan wewenang Pengadilan 

Umum, sebab selama ini sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut 

dimana sebelumnya kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama belum 

sederajat seperti sekarang ini, seperti dinyatakan oleh pasal 63 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-

undang ini adalah : 

a. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam 

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. 

Sedangkan dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : Setiap keputusan 

Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum, namun setelah 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan maka kedudukan dan 

wewenang Pengadilan Agama sudah sama dengan Pengadilan Umum. 
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Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama bagi rakyat Indonesia yang 

beragama Islam dibidang : 

1. Perkawinan. 

2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut ketentuan hukum islam.  

3. Wakaf dan sadaqah. 

Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat Indonesia pencari keadilan khususnya yang beragama islam mengenai 

perkara perdata. 

Perkawinan kalau kita kaji lebih jauh merupakan masalah pribadi 

seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh sebab itu sudah selayaknya 

masalah perkawinan lebih banyak diserahkan pada keinginan pribadi masing-

masing untuk menentukan pilihannya siapa yang akan dijadikannya sebagai 

pasangan hidup mereka. 

Lalu kalau kita tinjau dari segi social budaya, perkawinan itu tidak hanya 

merupakan masalah pribadi saja akan tetapi juga menyangkut masalah keluarga 

kedua belah pihak, kerabat tetangga, masyarakat dan bahkan menyangkut masalah 

Negara. 

Mengenai perkawinan ajaran Islam telah memberikan kemampuan atau 

dengan kata lain ajaran Islam menganjurkan seseorang yang akan melangsungkan 

perkawinan harus mempunyai kemampuan  yakni kemampuan dalam segala segi, 

baik kemampuan dalam memberi nafkah lahir dan bathin maupun kemampuan 

dalam mengendalikan gejolak emosional yang menguasai dirinya, jika 
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kemampuan itu telah ada, ajaran Islam memperkenankan seseorang untuk 

melakukan perkawinan namun jika belum mampu ajaran islam menganjurkan 

untuk berpuasa. 

Kalau ditinjau dari segi aspek kesehatan seperti apa yang dikatakan oleh 

Swardjono Surdjoningrat, masyarakat masih belum menyadari dan memahami arti 

pentingnya memperhatikan usia perkawinan sebab keadaan demikian dapat 

menimbulkan komplikasi-komplikasi persalinan bila mengandung atau 

melahirkan, sebab alat repruduksi belum siap untuk menerima tugas berat itu. 

Dikatakan perkawinan usia muda, karena bagi seseorang yang 

melangsungkan perkawinan yang mana usianya telah memenuhi syarat untuk 

melakukan perkawinan akan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, seperti yang 

dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

berbunyi : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

Namun demikian “jika belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin 

baik pria maupun wanita harus memperoleh izin kedua orang tua yang 

diwujudkan dalam bentuk surat izin”.2) Bagi calon pengantin yang usianya kurang 

dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sebelum melangsungkan 

perkawinan ia harus meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal tersebut 

sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 

                                                 
2) A.Zuhdi Muhdlor, Memehami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk),  Al-

Bayan, 2008, hlm.18. 
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Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita. Kalau kita perhatikan bunyi dari pasal 7 ayat (2) tersebut 

memungkinkan baik seseorang yang usianya dibawah 16 tahun (belum dewasa) 

untuk melakukan perkawinan. 

Namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur 

batas umur seseorang yang akan melangsungkan perkawinan baik bagi pria 

maupun bagi wanita, hal ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

Apabila seseorang belum siap mental dan fisik (belum matang) jiwa 

raganya akan tetapi telah melangsungkan perkawinan, biasanya dalam perkawinan 

yang demikian sering menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari, bahkan 

tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Dari beberapa yang penulis amati 

baik dari berita-berita yang ditulis oleh media maupun kenyataan yang terjadi 

dimasyarakat, sebab pada akhir-akhir ini yang mana perkawinan usia muda ini 

masih saja dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi dilain pihak kalau penulis amati 

banyak pula terjadi perceraian. Sedangkan salah satu penyebab banyaknya terjadi 

perceraian dimasyarakat adalah disebabkan oleh adanya perkawinan yang 

dilakukan pada usia muda. 

Kalau diperhatikan dari beberapa uraian yang telah dikemukaan sudah 

pasti perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan menimbulkan akibat buruk, 

sebab dengan mudanya usia seseorang yang melakukan perkawinan sudah pasti 

kesiapan fisik dan mentalnya belum ada, sedangkan kesiapan mental dan fisik 

sangat penting sekali artinya. 
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Jika untuk melangsungkan perkawinan bukan hanya berdasarkan cinta 

semata, akan tetapi kesiapan mental dan fisik serta kematangan jiwa raga sangat 

diperlukan, dan disertai dengan pemikiran yang rasional yang dapat meletakkan 

dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sebab perkawinan merupakan 

suatu proses awal perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.    

Dengan adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seoarang 

wanita sudah pasti akan timbul suatu angan-angan didalam pikiran mereka dengan 

harapan agar dalam rumah tangganya kelak dapat hidup rukun, sejahtera dan 

kekal untuk selamanya.  

Akan tetapi adakalanya angan-angan tersubut tidak tercapai sehingga 

perkawinan mereka tidak dapat bertahan lama dimana diakhiri dengan perceraian 

(tidak kekal). Keadaan yang demikian tidak dapat dipungkiri lagi oleh kedua 

belah pihak yang akan melakukan perceraian, sebab memang benar-benar 

perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mereka memutuskan 

untuk melakukan perceraian. 

Mengingat hal tersebut diatas, dalam skripsi ini penulis menitik beratkan 

mengenai masalah faktor penyebab utuhnya perkawinan usia muda dan faktor 

penyebab perceraian pada perkawinan usia muda, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi ini dengan judul : “FAKTOR YANG MENYEBABKAN 

UTUHNYA PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”. 
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B. Permasalahan 

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan utuhnya perkawinan usia  

muda ? 

2. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada 

perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Palembang ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup terhadap permasalahan  tersebut menyangkut tentang 

perkawinan baik dari makna perkawinan itu sendiri maupun tujuan perkawinan 

dan terutama dititik beratkan pada pengkajian terhadap faktor penyebab utuhnya 

perkawinan usia muda dan faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia 

muda di Pengadilan Agama Palembang. Untuk itu penulis akan berpedoman pada 

pokok permasalahan yang tercermin dari cakupan masalah-masalah yang terkait 

pada persoalan diatas, dan tanpa menutup kemungkinan akan menyinggung 

masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor penyebab 

utuhnya perkawianan usia muda dan faktor penyebab perceraian pada perkawinan 

usia muda. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan agar dapat bermanfaat 

sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya. 

D. Defenisi Konseptual  

1. Perkawinan “Aqad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan 

pria calon suami, akad nikah diucapkan oleh wali wanita dengan jelas 



10 

 

 

berupa ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh calon suami, yang di 

laksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat”.3) 

2. Perceraian (talak) ialah : “Pengusiran si isteri oleh si suami atau 

dengan kata lain talak ialah suatu perbuatan yang di lakukan oleh si 

suami untuk menolak atau memutuskan berlangsungnya suatu 

perkawinan”.4) 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain :  Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

                                                 
3).Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, 

hal.11. 
4) Subekti,Op,cit, hal.42 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

Data lapanangan diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan 

Agama Palembang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 
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khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

F. SistematikaPenulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perkawinan, Syarat 

Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Putusnya Perkawinan. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang menyebabkan utuhnya perkawinan usia  muda dan Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda di Pengadilan 

Agama Palembang  

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran. 
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